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No.2108, 2016 KEMEN-ESDM. PANAS BUMI. EKSPLORASI.
PENCAIRAN. PENEMPATAN.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN

KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi

pemenang lelang wilayah kerja panas bumi dalam

penempatan dan pencairan komitmen eksplorasi panas

bumi, perlu pengaturan mengenai bentuk dan tata cara

penempatan serta pencairan komitmen eksplorasi panas

bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal

23E Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha

Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral tentang Bentuk dan Tata Cara

Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas

Bumi;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5585);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/

Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2007);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN

SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut

Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas

koordinat tertentu yang digunakan untuk pengusahaan

panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

2. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di

bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau

perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum

Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemenang Lelang Wilayah Kerja adalah Badan Usaha

atau konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang

pelelangan Wilayah Kerja.

4. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan

pengeboran sumur eksplorasi.

5. Rekening Bersama (Escrow Account) yang selanjutnya

disebut Rekening Bersama adalah rekening yang

dipergunakan untuk menampung Komitmen Eksplorasi

yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang

berhak.

6. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah

izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk

pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.

7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji,

dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk

memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan

guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan

panas bumi.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang panas bumi.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang

melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

panas bumi.
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10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang

melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

panas bumi.

11. Surat Instruksi Bersama adalah surat instruksi

pencairan kepada bank yang ditandatangani oleh

pemegang IPB dan Direktur Jenderal atau pejabat yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

12. Surat Instruksi Khusus adalah surat instruksi kepada

bank yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau

pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal tanpa perlu

persetujuan dari pemegang IPB.

13. Surat Instruksi Penutupan Rekening adalah surat

instruksi pengembalian sisa komitmen eksplorasi kepada

bank yang ditandatangani oleh pemegang IPB dan

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal.

BAB II

PENEMPATAN KOMITMEN EKSPLORASI

Pasal 2

(1) Pemenang Lelang Wilayah Kerja wajib menempatkan

Komitmen Eksplorasi sebesar jumlah yang tercantum

pada surat pernyataan kesanggupan penempatan

Komitmen Eksplorasi yang telah disampaikan pada saat

pelelangan Wilayah Kerja.

(2) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka

waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak penetapan

Pemenang Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 3

(1) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk

Rekening Bersama atas nama Pemenang Lelang Wilayah
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Kerja dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(2) Rekening Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pasal 4

Dalam hal Pemenang Lelang Wilayah Kerja merupakan

konsorsium dan akan membentuk Badan Usaha baru sebagai

pemegang IPB, penempatan Komitmen Eksplorasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat

dilakukan oleh konsorsium.

Pasal 5

(1) Pemenang Lelang Wilayah Kerja menyampaikan nama

bank yang berstatus badan usaha milik negara untuk

penempatan Komitmen Eksplorasi kepada Direktur

Jenderal.

(2) Sebelum melakukan pembukaan Rekening Bersama,

Direktur Jenderal membuat perjanjian Rekening

Bersama dengan Pemenang Lelang Wilayah Kerja yang

memuat antara lain mengenai teknis pengelolaan

Rekening Bersama.

(3) Tata cara pengajuan permohonan persetujuan

pembukaan Rekening Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya yang timbul dari penempatan Komitmen Eksplorasi

dalam Rekening Bersama dibebankan kepada Pemenang

Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 7

Dalam hal terdapat bunga/jasa dari Rekening Bersama selama

penempatan Komitmen Eksplorasi, maka nilai bunga/jasa dari

Rekening Bersama seluruhnya dikembalikan kepada pemegang

IPB.
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